
NASKAH PER-IAIYJIAN HIBAH DAERAH (ISPHDI

PEMTRIIITAH DAERAH KABUPATEN ITALMAHERA BARAT
DENGAN

KOIUAnDO DTSTRTK MTLTTER 1SO1ITERIrATE-HALBAR'

Nomor : 3O1/O1812ot24
Nomor : BlL6|UZA24

TEITTAITG

PELAI(SANAAIT DAITA HIBAII PEITYELEITGGARAAIT
PEMILII{AN BUPATI DAN UIANIL BI'PATI

KABUPATEIT HALMAIIERA BARAT
TAIIU!5 20/24

Pada hari ini RABU tanggal SEPULUH bulan JAilUARI Tahun DUA RIBU DUA pt LUII
EMPAT bertempat di.IAILOLO, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. JAIIIES UANG, S.Pd, MM : Bupati Halmahera Barat,

2. LETKOL ARIyr. ADIETYA yuNI NURTONO, SH:

berkerludukan dan beralamat di
Jaian Pengabdian No. 1 Kecamatan
Jailolo Kabupaten Halmahera llarat,
bertindak dalam jabatamya untuk
dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat
sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

Komandan Distrik Militer 1501/
Ternate-I-Ialbar, berkedudukan dan
beralamat di Jalan Pahlauran
Revolusi No. 1 Kecamatan Ternate
Tengah, Kota Ternate, bertindak
dalam jabatannya untuk dan atas
nama Komando Distrik Militer
1501/Ternate-Halbar sebagai
Penerima Hibah, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:
1. Undang*undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor

23 Darurat. Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II
Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AO3 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera
Utara, Kabupaten Haimahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2AO4 tentang TNI;
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5. undang-undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaral
Negara Republik Indonesia 'fahun 2Ot4 Nomor '244, Tanrrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nouor 5587) sebagaimana telerh beberapa kali cliubah, terakhir
dengan Undang-Unclang; Nornr:r 9 Tahun 2015 trntang Perubahan Kedr-ra atas
Undang-undang Nrimor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Letrbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeir 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5679J;

6" Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun ZAM tentang Pemilihan Gutlernu::,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-unclang (Lembaran Negara Republik lnclonesia
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor
58qB) sebagaimana beberapakali telah diubah, t.erakhir riengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 2076 tentang Perubahan Kedua atas Unciang-undang Nomor 1

Tahun 20i5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Unclang-undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor' 1 Tahun 2OI4 tentang Pemilihan Gubernrir, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-undang {Lemtlaran Negara Republik Indonesia Tahun '2A16 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5B9B);

7. Undang-undang Nomor 7 Tahun ZAfi tentang Pemilihan Umum ilemban:an Negiara
Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 182, Tamtrahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 6109);

8. Peraturan Pemerintah Nomor'2 Tahun 2fr72 tentang Hibah l)aerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan LemLraran Negara Republik
{ndonesia Nomor 5272};

q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A19 tentang Pengelolaan Keuangari Daerah
(Lembaran Negara Republik Inrlonesia Tahun Zl.lq Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 632'2j;

10" Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengariaan Barang dan Jasa
Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia1'ahun 2018 Nomor 33);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27U PMK.05/'2OI4 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan }{ibah (Berita Negara Republik Inclonesia Tahun 201+
Nomor'2A74);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor B9/PMK.O5l2}rc tentang Tata Cara Pengelolaan
Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati
dan'\,Vaiikota (tserita Negara Republik Indonesia 'lahun 2016 Nomor 512);

1"3" Peraturan Meirteri Keuangarr Nomor 99/PMK.05/2A17 tentang Adrlinistrasi
Pengelolaan Hibah (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

14" Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182IPMK.A5l2OL7 tentang Pengelolaan
Rekening Milik Saluan Kerja l,ingkup Kementerian Negara/Iembaga (Berita Negara
Republik Inclonesia Tahun Z}fi Nornor 17'27);

15. Feraturan Menteri Ilalam Negeri Nomor'54 Tahun '2019 tentang Pendanaan Kegiatan
Pemilihan Gubernur, Bupali dan Wali Kota yang bersuml:er dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 41 T'ahun '2A'2O tentang Perubahan Atas
Peraturan I\{enterj Dalam Negeri Nomor 54 Tahun '2}rc tentang Pendanaan Kegiatan
Pemilihan GuLrer:rur, BUJ:ati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran
trendapatan clan Belanja Daerah;

17. Peraturan Kornisi Pemilihan urnum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, danf atau Walikota tlan Wakil Walikota;

P1IIAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang seianjutnya disebut PARA PIHAK, terletrih
dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. :

a. bahwa PIHAK KBSATU adalah sebagai unsur Penyelenggara Urusan Pemerintah
Daerah memberikan Hibah kepada PIHAK KBDUA yang bersumtler dari Anggaran
Pendapatan dan Beiarrja I)aerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2024; dan
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b' bahwa Flibah dari PIHAK KtrSATU kepada PIHAK KEIIUA sebagaimana climaksud
dalam huruf a, diberikan daiam bentuk uang diperuntukan untuk membla.l.ai Backup Pengamanan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
I{almahera Barat Tahun 2024"

lleldasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAI( sepakat meiakukan perjanjian Hlbah
Daerah dengan ketentuan dan sl,arat-svarat setragai trerikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBtrR PTMBIAYAAN HIBAH

PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIFIAK KtrDUA
menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 1.4O5.O95.OOO,- (Satu
Milyar Empat Ratus Lima Juta sembilan Putuh Lima Ribu Rupiah|.
Pemlrerian Hibah Uang sebagairnana pada ayat {1) bersumber ciari Anggaran
Fendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2024 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan l)aerah.

Pasal 2
PENGGUNAAN HIBAI{

Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KtrDUA sebagaimana riimaksilrl pada
pasal 1, hanya dipergunakan oieh PIHAK KtrIlUA untuk rnembiaS,'ai pelaksanaan
Back up Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kairupaten Halmahera
Barat Tahun '20'24.

Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksucl pada a}rat (1) adalah kegiat_an Ilack
up Pengarnanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmattera Barat
Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan penyelenggaraan hingga berakhir proses
pemilihan se si-iai ketentuan peraturan perunclang-undangan yang beriaku"
{Jang yang dihibahkan sebagaimana -yang dimaksud parla ayat {1} sesuai c]engan
Rinclan Kebutuhan Bia-va yang disusun oleh PIFIAK KBIIUA dalarn mendukung clan
raensukseskan tahapan pen_yeienggaraan pemilihan Bupati dan Wakii Bupati
Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercanturn dalam lainpiran Naskah
Perianjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3
HAK DAN KtrWAJIBAN

Fiak PIHAK KtrSATU menerjma laporan rlari PIHAK KEDUA atas penggunaan Beianja
Flibah Kegiatan Back up Pengamanan Pemilihan Bripati dan Wakil l3upati KaLrupaten
Halmahera Barat per triwulan melalui Kepala FTKAD Kabupaten Haimahera Barat.
Kewajiban PIHAK KtrSATU :

a. Mempersiapkan angf{aran dengan memperhatikan kemampuan keuangan
Daerah;

b. Mencairkan dana hibah sesuai dengan prosedur dan rnekanisme pencairan,vang
telah ditetapkan.

Hak PII{AK KFIDUA adatrah menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam
pasal (2) dari PTHAK KtrSATU dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Ken ajiban PIHAK KEDUA :

a" menandatangani Pakta Integritas -vang menyatakan bahrva hiLrah yang riiterima
akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Lt. rnelaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undan gan; dan
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c' bertanggung jawab penuh secara formal tlan rnateriai terhaclap penggqnaan
belanja hibah kegiatan Back up pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil l3upati
Kabupal.en llalmahera Barat yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlakr:.

Pasal 4
MtrKANISME P}INCAIRAN DANA T{IBAH

Pencairiln belanja iribah dari FIHAK KESATU kepada PII{AK KEDUA sebagaimana
dirnaksud Pasal 1 ayat (i), tlilakukan dengarl c:ara ditransli:r langsung dar:i lias
Ilaerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ke rekening Hibah khusus Back up
ilengamanan Pemilihan Bupati clan Wakii Rupati TNI KODIM 1S01/Ternate-Halbar;
Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat {1) cliiakukan setelah
PARA PIIIAK menandat-angani Berita Acara Serah Terima FIiLrah clan },IFIAK KtrDUA
mengajukan permohonan kepada pIiIAK KESATU clitampiri dengan :

a. Foto copv Naskah Pe4'anjian Hibah Daerah;
b. Pakta Integritas;
c" Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
d- Foto copv rekenirrg bank atas nama penerima riana hibah;
e. Kuitansi rangkap 3 {tiga) ash bennaterai cukup yang telah clitanclatangar:i dan

distempel.
Dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah Irencairan dana hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), clilaksanakan bertahap sebesar
Rp' 1'405.095.000,- ( Satu Milyar llmpat Ratus Lima Juta Sembilan puluh Lima Rii:ri
Rupiah) <lan/atau dalam 2 (dua) tahap, clengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tahap I dengan persentase 4A 0,6 {empat puluh persen) dari nilai NpHD atau
sebesar Rp. 562.038.000,- {Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta l1ga puluh
Delapan Ribu Rupiah), dan dicairkan pasca penandakrnganan NpHD;

b" Tahap iI dengan persentase 60 ?,o {enarn puluh persen) dari niiai NpHD atau
sebesar Rp. 843.057.000,- {Delapan Ratus Ernpat Puluh Tiga Juta Lima pgluh
Tujuh i?ibu Rupiah), dicairkan paling iambat 4 (empat) bulan se6elum hari
pemungutan suara;

Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pengamanan Pernilihan sebagaimana rlimaksucl
pada a--vat {1} dan ayat {3), tidak clipersyaratkan Surat Pertanggr:ngjarvatran
pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Pasal 5
PERI'ANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORqN

PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang
dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana rlimaksud dalam pasal l"
PIHAK KtrDUA berkervajitran melaksanakan pengaclaan barang dan jasa sesgai
dengan peraturan perundang-urrdangan yang berlaku dan meyimpan buktj-bukti
transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari f)ana Hibah
Daerah.
PIFIAK KEDUA trerkewajiban memtruat laporan penggunaan dana hibah rlan
menyampaikan lapeiran peng*lunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}, dilakukan paling lama 3 {tiga} bulan setelah pengusulan pengesatian
pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
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Pasal 6
JANGXJ\ WAKTU

Pe{anjian I{ibah ini beriaku terhitung ditandatangani clan/atau dimulainva tahapar:
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera l3arat sampai derrgan 3 {tiga}
bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan \ffakil
Bupati Kabupaten l{almahera Barat.

Pasal 7
KtrADAAN KA}{AR TTORCE MAJEURE)

Keadaan Kahar (Force Majerirei antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa
bumi, topan, hujan badai, banjir', u'abah dan becana lainnya, makar, hura-hura,
perang, perselisihan bumh. peuiogokan, kebijakan pemerintah {n:rone ter'}
berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
Tidak satupun Pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban
berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersetrut terhalangi, tercegah alau tefiunrla
pelaksanaannya oleh kearlaan kahar lforce majeure).
Dalam jangka rvaktu paling lambat 7 {tujuh) hari sejak te{adinya keaclaan kahar
ifcrrce majeure), pihak yang terkena keadaan kahar {farce rnajeure.} mernbuat atau
menYampaikan pernberitahuan teitulis kepada pihak ],"ang tjdak terkena cleng*6
rflenerangkan keadaan Keadaan Kahar Lfarce majeure) tersebut dan memberikan
pe::kiraan -vang dapat dipercava atas jangka waktu seiak keadaan kahar Sorce
m aj eure ) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8
PENYELtrSAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalarn pelaksanaan pe{anji*rn ini te{adi perselisihan atau perbedaan pendapat
diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perseiisihan secara
rlusyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
LAIN,LA]N

PIHAK KBDUA dapat meiaksanakan pengadaan ketrutuhan barang etran jasa
sebagaimana dimaksud dalam lRencana Kebutuhan BiavalRencana Anggaran Biava
sepaqiang kebutuhan barang dan jasa tersebut diati-rr dalam per:aturan perundang-
undangan iainn-va atau dibr-ltLrhkan untuk mendukung pelaksanaan Back up
Pengamanan Pemilihan Bupati clan Wakil Bupati Kabupaten l-Iahnahera Bilrat 'Iahun
2424, dengan Lrerpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan tetap
memperhntikan kemampuan keuangan Daerah.
Perjanjian ini mengikat kedua 'belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIIfAK KtrIlUA
menandatangani Perjanjian Hibah ini c{engan tetap rnemperhatikan kemarnpuan
keuangan Daerah.
Dalam hal sampai dengan berakhir:rya kegiatan pernilihan masih terdapat sisa llana
Hibah kegiatan pengamanan pemilihan, PIHAK KtrDtiA rva.jib mengembalikan sisa
Dana Hibah paling lambat 3 (tiga) Lrulan setelah pengusuian pengesahan
pengangkatan ca-lon terpilih dan dikembaiikan kepada Kas Daerah.
Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penvelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupat"i Kabupaten Hahnahera Rarat Tahun 2A24, terdapat .iasa
giro, PII{AK KtrDUA u'aiib menyetrlrkan sepenuhnya ke l{as Daerah.
Apabila terjadi kegiatan pemiiihan lanjutan, pemilihan susulan atau pemungutan
suara ulang, PIHAK KtrSATu r,r.ajib rnengalokasikan anggaran untuk kegiatan
Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan sllara ulang sampai
herakhirrrya tah:lpan Pernilihan clengan tetap mernperhatikan kemamp uan keuangan
lJaerah.
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Pasal 10
PERUBAI-IAN TAD'E NDU M }

Ilalam hal terjadi pemungutan sltala rdang, pemilihan lanjutan, rlan/a1au pemilihan
susulan yang meflgakibatkan perubahan jumlah nilai NpI{D dapat clilakukan melalui
perulralran f addendum NpHD.
Apabila teq'adi kesalahan dan kekeliruan dan/atau hal-hal yang belnrn diatur elalzuu
Perjanjian Hibah ini akan cliatur lebih lanjut sesuai dengan kesepaka*rn pARA
PI}IAK.
Apabila dalam pelaksanaan ini teriadi perubahan mauplrn penarnbahan akar: rlialur
lel)ih lanjut dalam Ad.d"endum Pe{anjian yang merupakan bagian yang tiriak
t.erpisahkan dari perjary'ian ini.

Pasal 1 l
PENUTUI)

Perjanjian Flibah ini dibuat dan ditanrlatangani oleh pARA
butran dan tahun setragairnana tersebut pad.a arval perjrlnjian
{duai trerrnaterai cukup masing- masing mempunyai kekuatan

PIHAK KBSATU
r,R{ BARAT

pd, MlvI

PIHAK pada hari, tanggal,
ini, dibuat dalam rangkap 2
hukum yang sailta.

6*
NqgTF

KEDUA
I{ALiJAl{
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